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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2015 NOMOR 8 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 1 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN 
UMUM & KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG 

 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 

41 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Lurah, kepala 
seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala 

unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan 
jabatan struktural eselon IVa dan Sekretaris kelurahan, 
kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit 

pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan 
kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan 
jabatan struktural eselon IVb ,dimana pada Peraturan 

Bupati Nomor 11 Tahun 2014 belum mengatur tentang 
penetapan pejabat Eselonering  maka diperlukan 

Penambahan BAB dan Pasal yang mengatur Pejabat 
tersebut.  

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – 

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3114) Sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 43 
Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Pembentukan Perundang – undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

5. Undang – Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah      ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009.  

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA 
DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWIL KABUPATEN 
BANTAENG.   

 
 
 Mengubah dan menambah 1 Bab dan Pasal pada Peraturan 

Bupati Nomor 11 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: 
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BAB V 

ESELONERING 
 

Pasal 7 

 
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah jabatan struktural 

eselon IVa; 

(2) Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis Dinas,merupakan jabatan 
struktural 

       eselon IVb. 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 
 
 

Ditetapkan di Bantaeng                                           
Pada tanggal 5 Januari 2015  

 
BUPATI BANTAENG 
Cap./ttd. 

H.M. NURDIN ABDULLAH 
 

 
Diundangkan di Bantaeng                                                     
Pada tanggal 5 Januari 2015 

   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

 
 

 
 
Drs. H. ABDUL GANI, MBA 

Pangkat  : Pembina Utama Madya 
NIP : 19550712 197903 1 007 
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